PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

. bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu
menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bengkayang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang; e

10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

Bupati adalah Bupati Bengkayang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten adalah Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Bengkayang.

8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bengkayang.
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BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan
teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-
tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi: Pemantapan Integrasi Bangsa,
pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), pengembangan hubungan
kelembagaan dan kewaspadaan.
























BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Sebelum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau
pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peratuean ini dinyatakan tetap
berlaku.

Pasal 28

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan sepanjang mengatur hal
yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 34 Agustus 2011

BUPATI BENGKAYANG,
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SURYADMAN GIGOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal & Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Mila
Nip. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR 354
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR T 34 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 AGESTES 2011
KEPALA KANTOR
KELOMPOK SUB BAGIAN
JABATAN TATA USAHA
FUNGSIONAL
SEKSI SEKSI SEKSI
BINA IDEOLOGI DAN POLITIK DAN KEWASPADAAN KETAHANAN SENI, BUDAYA,
WAWASAN KEBANGSAAN NASIONAL AGAMA, KEMASYARAKATAN
DAN EKONOMI
BUPATI BENGKAYANG,
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SURYADMAN GIDOT
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